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Uy PDhP dan
Revisi UU 1T'TE
Dinanti Publik

Memasuki masa sidang kedua 20212022, publik
berharap pembahasan RUU PPDI? bisa dituntaskan.
Adapun revisi UU ITIL dapat dilanjutkan tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS — Publik me-
nanti keseriutsan Kementerian
Komunikasi dan Informatika
merampungkan poembahasan
Rancangan TIndang-Undang
Perlindungan Data Pribadi
dan tindak lanjut Revisi LIn-
dang-Undang Nomor 11 Ta-
hun 20038 tentang Informasi
dan Tramnsaksi Elektronik.
Urgensi kehadiran regulasi

prerlindungan data pribadi
PrDP) mendesak selelah
scrangkaian scrangan sibcr

dan kebocoran data pribadi
belakangan ini. Sementara itu,
terkait dengan tindak lanjut
Revisi U Informasi dan
Transaksi Elektronilk (ITE) ju-
ga dinanti publik karena ba-
nyak warga yang jadi korban
Pasal multitafsir pada LiLJ
ITE.

Anggota Komisi I DPR.
Bobby Adhityo Rizaldi, saat
dihubungi, Rabu (3711,/2021),
mengatakan. memasuki masa
sidang keduan 2021,/2022, Ko-
misi I belum moempceroleh ka
bar dari Badan DMusyawaral
DPR. apakah Panitia Kerja
(Panja) RUU DI dilanjutkan
pada masa sidang ini alaa Li-
dak. Hingga kini. RUU PDP
telah dibahas pemerintah dan
DPR sejak 2020 melalui lima
kali ma sidang, tetapi tak
Juga kunjuny Lunlas.

Satu hal yang menghambat
rembahasan itu adalah belum
ada titik temu soal badan
pengawas perlindungan data
pribadi. Fraksi-fraksi di Ko-
misi I DPR. minus Partai Nas-
dem, menghendaki  otoritas
rengawas PDP bersifat inde-
prenden meski bertanggung ja-
wal langsung kepada Presi-
den. Adapun Kemenkominfo
yang dipimpin Sekretaris .Jen-
deral WNWasdem Johnny G Plate

menghendaki otoritas itu di
bawalia Kemenkominfo.
Menurut Bobby., untuk

mencapai titik temu tersebut,

DPR menungcsu pilihan for-
mat badan pengawas PP dari
Kemenkominfo. Yang pasti. di
lembaga itu harus ada keter
wakilan pemerintah, publik,
dan swasta. Badan otoritas ha-
rus kuat sehingga tidak ada
ego sekloral yang menyebab-
kan kctidakpatuhan.

?Jika memang pemerintalh
mau cepat menyelesailkan UL,
ayo duduk bersama. Ini ter-
sanlung komilmen dari Ke-—
mcnkominfo.” kata Bobby.

Direktur Eksekutif Lemba-
ga Studi dan Advokasi MWMassya—
rakat (Klsam) Wahyaadi 1)jafar
menyampaikan, Kemenkom-
info harus scgera menyele-
saikan RTULT PDP untuk me-
lindungi hak privasi warga ne-—
gara serta peningkatan eko-
nomi digital yang berbasis pa-
da data. Jika masih ada ganjal-
an di level kementerian, Pre-—
siden memiliki mandat untuk
memerintahkan legislasi se-
wera diselesaikan. Presiden ju-
ga bisa moemerintahlkan Ko
menkominfo agar memasti-
kan regulasi itu bisa berjalan
efektif.

TPSyaral UU PDP bisa ber-
jalan cfcktif di masa depan
adalah adanya badan otoritas
pengawas PDP. Dari 145 ne-
gara yang memiliki UJU 1112
hanyva 10 negara Lidak mermn-—
bentulk badan otoritas inde-
penden yang menyebablkan
RUU PDP di negara tersebut
tidak bisa efektif.” ucapnya.

Sementara itua, Dhirektur
Jenderal Aplikasi Informatika
Kemenkominto Samuel Abri-
jani Pangarepan mengatakan,
menurut rencana. minggu de—
pan akan dimulai lagi pern-
bahasan RUU PDP antara
pemerintah dan TOPR. Tsu kru-
sial wvang akan dibahas lagi
adalah terkait pengaturan oto-
ritas pengawas PDP “Peme-—
rintah dan DPR sepakat
menyelesaikannya tahun ini,”™

wjar Samuel.
Revisi UU ITE

Terkait Revisi UU ITE, ma
sukan untuk rewvisi undang-
undang itu sudah dibahas in-
tensifoleh TMim Kajian LILI I'T712
yanyg dibenituk Xemenlerian
Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan. Kini tinggal
menunggu Kemenkominfo se—
Iaku pemrakarsa revisi me-
nyelesaikan naskah akademilk
dan draf RUU ITE.

Staff Ahli Kemenkominfo
Henry Subiakto mengatakan,
saat ini naskah akademik dan
draf RUU ITE sedang dihar-
monisasi dan difinalisasi di
Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHIN) Kemente-
rian. Hukum dan HANM. Tar-
getnya, sebelum masa s
kedua 2021,/2022 dimuls
DPR, surat presiden (surpres)
pembahasan rewvisi UU ITE
dapat diserahkan ke DIPR.

PTanggal 2 November su-
dah ada rapat bahwa di BPHIIN.
naskah akademik sedang pe-
nyelarasan tahap akhir. Jika
itua sudah selesai. Menteri
Kominfo akan mmelapor kepa-
da Presiden agar meoembuat
surpres ke DPIRR.” kata Ilenri.

Adapun dengan sisa masa
sidang kedua 20221/2022 yang
Lterbualas, Wahyudi IDjalar
mengingatkan agar DPR dan
pemerintah tfokus pada pem-
bahasan RUU PDP yvang sudah
melalui proses panjang di
DPR. Sementara rewvisi UL
ITE bisa dibahas pada tahun
depan agar substansi pa
wvang direvisi sesuai aspir
masyarakat dan perkembang-
an hukum terkini. (DEA)
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